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BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR ...... TAHUN ......
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG

Menimbang : a. bahwa rencana induk pembangunan
kepariwisataan merupakan pedoman
pembangunan kepariwisataan yang diperlukan
untuk peningkatan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung
dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa rencana induk pembangunan
kepariwisataan diperlukan sebagai dasar
pembangunan kepariwisataan dalam rangka
mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan
memperoleh manfaat serta mampu menghadapi
tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional,
dan global;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal &
ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
diperlukan pengaturan tentang rencana induk
pembangunan kepariwisataan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf
c,maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Kabupaten Batang;
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- Pasal 18

Re SO ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
_ Republik Indonesin Tahun 1945;
2. Undzmg—Umlung Nomor 9 Tahun 1965Undang-
Undang lentang  Pembentukan Daerah Tingkat I

Bu}f‘“g dengan mengubah Undang-Undang Nomor
18Tahun 1950 lentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Jawa
Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor S2);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

S. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan
atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah menjadi undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246) sebagaimana telah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas undang-undang nomor 23 tahun
2014tentang  pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan = Nasional = Tahun 2010-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4562);

8. Peraturan....
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10.

11,

14.

Dinas adalah Dinag '

\l;;(‘:larzg Par;iiwisata di Kgaziat:r%agsagir; tanggungjawabnya pada
1Isata g a]ah keg; d . .

Seseorang atay sekeglgatan Perjalanan yang dilakukan oleh

J;;pgka wakty sementar::aya tarik wisata yang dikunjungi dalam
i
Pa:ii'r:ias‘;?; a;izt;a;:horang yang melakukan kegiatan wisata.
didukung berpae : t_?l_‘bagal macam kegiatan wisata dan
ESgAToLatt gal lasilitas sertg layanan yang disediakan oleh
Keparimieos. Pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
p ataan  adalah keseluruhan kegiatan yang terkait
dengan pariwisata dap bersifat multidimensi serta multidisiplin
yans muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara
serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat,

sesama - wisatawan, Pemerintah, pemerintah daerah dan
pengusaha.

Rencana Induk Pem
Batangyang selg

utama - bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian
pembangunan  kepariwisataan daerah untuk periode 13 (tiga
381;18) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun
Daf{ra‘h tujuan  wisata yang selanjutnya disebut destinasi
pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu
atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya
tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas
serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi
terwujudnya kepariwisataan.

Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang
berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi
desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik
wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum
dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat
yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

mbangunan Kepariwisataan DaerahKabupaten
utnya disebut RIPPARDA adalah pedoman

. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut

KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam
geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan
yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, berbasis
minat yang khusus, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan
fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta
aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung
dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya
sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian
budaya dan lingkungan hidup.
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16.

1.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

- Daya Tarik Wisata yang sclanjutnya disebut DTW, adalah segala

Sesuatu yang memilikj keunikan, keindahan dan nilai yang
berupa kcanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil
bt.tatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
Wisatawan.
Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan
prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan
dari wilayah asal Wisatawan ke destinasi pariwisata maupun
pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan
dengan motivasi kunjungan wisata.

Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu
lingkungan yang  pengadaannya memungkinkan suatu
llngk}lngan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana
mestinya.

Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu
11ngkungan Yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam
melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara
khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan,
ken}’amanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan
kunjungan ke destinasi pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara
individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup,
kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten kepada investor berupa keringanan baik
itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk
menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk
wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk
mengembangkang kepariwisataan dan seluruh  pemangku
kepentingan.

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang
saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan
pariwisata.

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggara pariwisata.
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24. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta

Jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi
pemerintah, pemerintah dacrah, swasta dan masyarakat, sumber
daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara
bcrkcsinznnbungan guna menghasilkan perubahan kearah
pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

25. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah
Kabupaten Mmaupun  swasta yang berhubungan dengan
benyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

26. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM
pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara
langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

27. Standarisas;i kepariwisataan adalah proses merumuskan,

menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang

d@laksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua
pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang
kepariwisataan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan

pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk

pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

28.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pembentukan rencana induk pembangunan
kepariwisataan daerahtahun 2017-2030, dalam rangka
mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap
potensi sumber daya yang ada;

(2) Tujuan pembentukan rencana induk pembangunan
kepariwisataan daerahtahun 2017-2030 sebagaimana dimaksud
pada ayat(1), yaitu sebagai berikut :

a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan kepariwisataan;

b. Memudahkan perencanaan pembangunan kepariwisataan;

c. Pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;

d. Mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan
kepariwisataan,;

e. Mewujudkan peran penyelenggara pariwisata secara optimal
dalam pemberian layanan kepada masyarakat;

f. Mewujudkan sistem pembangunan kepariwisataan yang
berdaya guna dan berhasil untuk mendukung pelestarian
budaya dan terselenggaranya sistem kepariwisataan yang
terpadu.
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BABIII
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal3
an Kepariwisataan Daerah meliputi :
a. pembangunan destinas; pariwisata daerah;
b. pembangunan Pemasaran pariwisata daerah;

C. pembangunan industri pariwisata daerah; dan
(2) g pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
e

mbangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

(3) RIPF_’A_RDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

visi;
misi;
tujuan;
sasaran;
arah pembangunan kepariwisataan daerah;
arah  kebijakan dan strategi pembangunan destinasi
pariwisata daerah;
arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah;
arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah;dan

€. arah kebijakan dan strategi kelembagaan kepariwisataan
daerah.

(1) Pembangun

=0 a0 op

R

Pasal 4

(1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah
Kabupaten sesuaj kewenangannya, dunia usaha, dan
masyarakat.

(2) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
a. jangka pendek, Tahun 2017-2020;
b. jangka menengah, Tahun 202 1-2025;dan
c. jangka panjang, Tahun 2026-2030.

Pasal 5

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan
evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.
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Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

. Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan daerahsebagaimana dimaksuq
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, yaitu batang sebagai destinasi
berdaya saing dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor

kepariwisataan dan industri kreatif untuk kesejahteraan secara
berkelanjutan.

Pasal 7
Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b,meliputi:
a. Spesifikasi  wilayah yang potensial dan strategis untuk
pembangunan pariwisata;
b. mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan
pembangunan wilayah yang kreatif dan berlandaskan norma

agama;
¢. mewujudkan lingkungan Daerah yang bersih, hijau, dan tertata
rapi melalui penerapan pembangunankepariwisataan

berwawasan lingkungan;

d. mewujudkan destinasi pariwisata Kabupaten yang mampu
memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan
potensimasyarakat Daerah;

e. mewujudkan struktur industri pariwisata yvang mampu
berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan
menciptakan lingkungan Kabupaten yang bersih dan hijau;

f. mengembangkan pemasaran pariwisata vang terpadu dan
bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi Kkreatif
masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah;:

g. Spesifikasi kelembagaan, SDM dan jaringan (networking) atau
para pihak yang terlibat dalam pembangunan pariwisata,
termasuk pembangunan pariwisata di tingkat internasional;

h. Spesifikasi kondisi pereckonomian, utamanya berkaitan dengan
pendapatan dan belanja serta investasi pariwisata.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf cmeliputi :

1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata di Batang agar
mampu meningkatkan arus kunjungan wisatawan sehingga
berdampak pada peningkatan PAD,PDRB, dan pendapatan
rakyat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan.

S STV
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i & 1 - 3 . . "
2. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan

pcn:c:l\'.onomian daerah melalyj peningkatan investasi, mendorong
terjalinnya kerjasama antarusaha, memperluas lapangan kerja,
dengan tetap mengacy pada pendekatan pembangunan
berkelanjutan,

3. Mensmergik;fm tata kelola lembaga kepariwisataan agar mampu
secara maksimal membangun industri, destinasi, dan pemasaran
pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

4. Mepgoptlmalkan pPeran media dan asosiasasi pariwisata untuk
lebih cermat, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas
bemasaran untuk meningkatkan citra destinasi sekaligus
mampu menarik kunjungan ke Kabupaten Batang.

Pasal 9

(1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d,meliputi:

a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan

mancanegara;
b. peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;
c. peningkatan peranserta masyarakat dalam

kepariwisataan;dan
d. peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan
per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan.
(2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Bagian Ketiga
Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah
Pasal 10
Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, meliputi:
a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis

masyarakat dan berkelanjutan;
b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas

sektor, daerah, dan pelaku;

c. pembangunan kepariwisataan dafergh yang mengutamakan
keunggulan potensi kawasan pariwisata, KD’.I‘WK dan DTW
dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema
pengembangan kawasan; _ '

d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya,
alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal;.dan

e. pembangunan kepariwisataan daer'ah yang berorientasi pada
pemerataan pertumbuhan 'ckonoml, pemngka’gan kesempatan
kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan

lingkungan.
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Pasal 11
Arah pembangunar} kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi

progre;lm dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan
daerah.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12
Pembangunan destinasi pariwisata daerahsebagaimana dimaksud
Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
perwilayahan destinasi pariwisata;
pembangunan DTW;
pembangunan aksesibilitas pariwisata;
pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata;
pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;dan
pengembangan investasi di bidang pariwisata.

LR ot g

el e’]

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 13
(1) Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12huruf a, meliputi:
a. kawasan pariwisata;dan
b. KDTWK. o
(2) Perwilayahan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana
dimaksud pada ayat(l) ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah .

Pasal 14
(1) Pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWKsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan

kriteria prioritas: o ) .
a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi

yang strategis;
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¢. memiliki posisj Strategis sebagai simpul penggerak sistemik
pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal,
reglop.al Mmaupun nasional;

d. mem}hki potensi produk wisata masa depan;

€. memiliki kontribus;i yang nyata dan/atau prospek yang positif
dglam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan
wisatawan Nnusantara; dan

il memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun
internasional.

(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

a. kgwasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan
wilayah administrasi desa /kelurahan;

b. memiliki potensi daya tarik wisata;

c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;

d. memiliki Kketersediaan fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata;dan

€. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling
mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

(3) KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b,

ditetapkan dengan kriteria:

a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan
wilayah administrasi desa/kelurahan;

b. memiliki potensi daya tarik wisata;

c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;

d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;

e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling
mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;

f. pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan

kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 15
(1) Perwilayahan kawasan pariwisata dap_ KDTWK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 terdiri darizona kawasan
pengembangan pariwisata pariwisata o
(2) Sebaran perwilayahan dan peta kawasan pariwisata dar_l KDTWK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK

meliputi: o
a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan
KDTWK;dan

b. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata
dan KDTWK.
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Pasal 17
Stratcg'l perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
4. menyusun rencana induk pembangunan kawasan pariwisata
dan KDTWK:dan

2 fggg}?un rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata dan
{.

_ Pasal 18
Strategi  pengendalian implementasi pembangunan kawasan
pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf b,yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah, pelaku
usaha dan masyarakat.,

Bagian Ketiga
Pembangunan DTW

Pasal 19

(1) Pembangunan DTWsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf b, meliputi :

a. DTW alam;

b. DTW budaya;dan

c. DTW hasil buatan manusia.

(2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama
dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan
manajemen DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang
berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga
kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya.

Pasal 20
DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan
dengan kriteria :
a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah
desa/kelurahan, bangun-bangunan da.n llmgkungan sekitarnya,
jalur wisata yang lokasinya ter Sebal'_ di wilayah kabupaten baik
yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata
dan/atau KDTWK; o
b. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan. memiliki hasil
buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan

wisatawan.
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- Pasal21

Arah kcbunl(.;m pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 meliputi :

a. perintisan  dan pembangunan  DTW  untuk  mendorong
pertumbuhan destinasij pariwisata;

b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya
saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta
memperluas segmen pasar;

C.  pemantapan DTW:dan

d. pela}k_sanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi
pariwisata.

) Pasal 22
(1) Strategi perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi
pariwisata yang belum berkembang;dan

b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan
lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.

(2) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 huruf b, meliputi:

a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas
DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi
pariwisata daerah;dan

b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan
lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.

(3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 huruf ¢, meliputi:

a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW
dalam berbagai tema terkait; dan

b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi
potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung

diversifikasi DTW. . .
(4) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf d,meliputi:

a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang
menjadi penggerak kegiatan kepariwmat_aan pada DTW;dan

b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi
potensi kepariwisataan dan llt}gkupgan dalam mendukung
revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2 Bagian Keempat
embangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23
(1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf , meliputi:

. pcnycdlaanl dan pengembangan sarana dan prasarana
trallSPOI‘tasnncnuju destinasi pariwisata,kawasan pariwisata
dan KWDTWK yang disesuaikan dengan kondisi wilayah;

b. pmgem_bangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata;dan

C. optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar
pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.

(2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud
pada _ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan
kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi

pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam kawasan pariwisata
dan KDTWK.

. Pasal 24

Arah Kkebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan

prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan

pariwisata dan KDTWKyang disesuaikan dengan kondisi wilayah

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat(l) huruf a,

meliputi:

a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana transportasi menuju, antar dan dalam kawasan
pariwisata dan KDTWK;dan

b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan
pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan
wisatawan di kawasan pariwisata dan KDTWK.

Pasal 25

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana

transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan

KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana
transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan
wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di
kawasan pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan
perkembangan pasar;dan

b. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan
kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di kawasan
pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan

pasar.
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Pasal 26
. Pengembangan sistem informasi aksesibilitas
agalmana dimakgyq dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b,

Arah  kebijakan

pariwisata seb

meliputi:

a. peningkatan kem
kepariwisataan;da

b. Pemanfaatan media cetak dg
informasi aksesi

udahan mendapatkan informasi aksesibilitas
n

- n elektronik dalam pengembangan
bilitas kepariwisataan.

Pasal 27 '
kemudahan  mendapatkan  informasi
n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

Strategi pPeningkatan
aksesibilitas kepariwisataa
huruf a, meliputi:

& mengembamgkam dan/atay meningkatkan  ketersediaan
informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu
gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan KDTWK;

b. mengembangkan dan/atay meningkatkan kemudahan reservasi
berbf':lgal Jjenis moda transportasi;dan

C. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai

Jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan
wisata.

Pasal 28
Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam
pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui
media cetak dan elektronik; dan
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan
prasarana media informasi kepariwisataan.

Pasal 29
Arah  kebijakan optimalisasi  sistem transportasi  dengan
menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi
kepariwisataan daerah;dan
b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola
transportasi yang mendukung pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 30

Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi
kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29huruf

a, meliputi:
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a. menataalur :
kep'u-iwigqt,‘,mddn trayek transportasi  yang mendukung
s S¢ g = .
regulasi %iSt(ex tmclalul Pe€nyusunan dan penyempurnaan
' 1 transportas;i kepariwisataan daerah;dan

b. menerapkan ¢ '
: an  menegakan i sis sport

) b g regulasi sistem transportasi
kepariwisataan daerah . ’

Pasal 31

kemampuan sumber daya manusia
) yang  mendukung  pembangunan
agalmana dimaksud dalam Pasal 29huruf b,

Strategi untuk peningkatan

penge.lola transportasi
kepariwisataan gseh

meliputi meliputi:

a. membentukkelompok /organisasi pengelola transportasi
pendukung kepariwisataan daerah;dan
b. meningkatkan kemampuan ketrampilan pengelola

kepariwisataan melalui kursus dan magang.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas

Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan

fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d,

meliputi:

a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata dalam mendukung  perintisan pengembangan
kawasan pariwisata dan KDTWK;

b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan
fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan,
meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata dan
KDTWK;dan

c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum
dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah
melampui ambang batas daya dukung.

Pasal 33
Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan
fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana
umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam
mendukung perintisan pengembangandestinasi  pariwisata,

kawasan pariwisata dan KDTWK;
b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan
prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas

inisiatif swasta;dan
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c. merintis d¢ ‘Noe -
dan fasili;n mtngfmb"‘“gkﬂn prasarana umum, fasilitas umum,

[« A o .
a8 pariwisatg untuk mendukung kesiapan dan

meningkatkan daya : N o .
- sain ~stinas , kawasan
pariwisata dan KDTw. g destinasi pariwisata

Bagian Keenam
asyarakat Melalui Kepariwisataan
Pasal 34

Pemberdayaan M

b Pasal 12huruf e, meliputi:
a. pengembangan potens;, kapasitas dan partisipasi masyarakat
melalui pembangunan kepariwisataan:

b optimalisasi Pengarusutamaan gender melalui pembangunan

kepariwisataan;
¢. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui
pengembangan  usaha  ekonomi produktif  dibidang

pariwisata:dan

d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku
kepen_tlngan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk
menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 35

(1) Strategipengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi
masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas
masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;

b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal
dalam pengembangan kepariwisataan:dan

c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan
PemerintahKabupaten guna mendorong kapasitas dan peran
masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

(2) Strategi optimalisasi  pengarusutamaan gender melaluj
pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b, meliputi:

a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang pengarustamaan gender dalam pengembangan
pariwisata;dan

b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan
gender dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

(3) Strategi peningkatan potensi dan kapasit_as sumber daya lokal
melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang
pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c,

meliputi:
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4. meningkatkan Pengembangan potensi sumber daya lokal
scbagai  DTw berbasis  kelokalan dalam  kerangka
pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;dan

b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa
wisata.

(4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta
pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona
untuk _menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:

a. meningkatkan bemahaman, dan kesadaran masyarakat
tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan
Kepariwisataan dj daerah;

b. meningk.atkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan
sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan

setempat;
C. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi
pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif

kepariwisataan;dan
d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung
upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian ketujuh
Pengembangan investasi

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:

a. peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan
investasi dibidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan
KDTWK yang belum berkembang;dan

b. peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.

Pasal 37
(1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi dan
kemudahan investasi dibidang pariwisata pada kawasan
pariwisata dan KDTWK yang belum berkembang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
a. melaksanakan debirokratisasi investasi dibidang
pariwisata;dan
b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat
perizinan. o o
(2) Strategi peningkatan promosi investasi dlbldang pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
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a. menyediakan
pariwisata;
b. meningkatkan Promos;j

dala_m negeri dan di lyar
C. meningkatkan sinergi pr

informas;i peluang investasi di destinasi

investasi dj bidang pariwisata di
negeri;dan
omosi investasi di bidang pariwisata.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38
Pembangunan P€masaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

pengembangan pasar Wisatawan;
pengembangan citra pariwisata;
pengembangan kemitraan pariwisata;dan
Pengembangan promosi pariwisata.

poow

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 39
Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana
dimaksud dalamPasal 38huruf a, diwujudkan dalam bentuk
pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan
segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi
pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 40

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan

pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39meliputi:

a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk
meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;

b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;

c. meningkatkan akselerasi perggerakan wisatawan diseluruh
destinasi pariwisata;dan .

d. meningkatkan wisata konvensi, insentif dan pameran yang
diselenggarakan oleh sektor lain.
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p Bagian ketiga
engembangan citra pariwisata

Pasal 41

angan citra pariwisata sebagaimana
ruf b meliputi:

ntapan citra pariwisata daerah secara

Arahan kebijakan pengemb

dimaksud dalam Pagg] 38 hu

a. peningkatan dan pema
berkelanjutan;dan

b. peningkatan citrg Pariwisata daerah sebagai destinasi yang
aman, nyaman dan berdaya saing.

- _ Pasal 42

(1) Strategi pPeningkatan dan Pémantapan citra pariwisata daerah
secara berkelanjutan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf a, meliputi:
a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
b. meningkatkan keamanan destinasi;dan
€. meningkatkan sapta Pésona pariwisata.

(2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi
yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 huruf b, diwujudkan dengan meningkatkan

kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif
pariwisata daerah.

Bagian keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 43
Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, diwujudkan dalam
bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis
berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu

sinergis dan berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43meliputi:' _ .

a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku
kepentingan pariwisata; ‘ o

b. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisata yang
ada di beberapa negara yang belum m.enjadl pasar utama
pariwisata Batang, dengan mempertimbangkan  kondisi
perekonomian negara tersebut;dan '

C. meningkatkan pemasaran yang bertanggung]awab terhadap
masyarakat, sumberdaya lingkungan dan wisatawan.
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Bagian Kelima
Pengembangan Promosi

Arah kebijak ki i
. jakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pagg] 44 huruf a, diwujudkan dalam bentuk
pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

) Pasal 46
Strategl pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44meliputi -

a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang

bersaing;

b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema
tertentu;

c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan
pariwisata;

d. meningkatkan partisipasi dalam event pariwisata di wilayah lain;

& mela_kukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk
menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan
b§g1 wisatawan mancanegara dan nusantara pada musim sepi
wisatawan (low season);

f.  mengoptimaliasasikan  pemanfaatan  media  komunikasi
(cetak/elektronik);dan

g. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47
Pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3ayat (1) huruf ¢, meliputi :
penguatkan struktur industri pariwisata;
peningkatan daya saing produk pariv.vis.ata;
pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
peningkatan kredibilitas bisnis;dan .
pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

pROOP

o T
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beningkatan daya saing fasilitas pariwisata
m Pasal 50 huruf b, diwujudkan dalam
tas dan kualitas fungsi serta layanan
yang memenuhi standar internasional dan
unikan serta kekhasan lokal.

begt_uk peningkatan kapasi
fasilitas pariwisata
mengangkat unsur ke

Strategi untuk i —

layenan fasil peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta

dayn N lasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional

ab rr%engangll{at Unsur unsur keunikan serta kekhasan lokal,
sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 53 meliputi:

a. mengembgn.gkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi
usaha pariwisata;

b. men(giembangkan dan  melengkapi skema fasilitas untuk
mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro
kecil dan menengah; dan

€. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong
penggt}naan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk
pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

Pasal 55
A.rah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana
dlmgksud dalam Pasal 50 huruf ¢, diwujudkan dalam bentuk
peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang
mel.ld.ukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi
pariwisata.
Pasal 56
Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa
transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke
destinasi pariwisata.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
a. meningkatkan infrastruktur pariwisata:
b. menyediakaninformasi  jasa  transportasi ke  destinasi
pariwisata;dan
c. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi
pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 57
Arah kebijakan pengembangan Kkemitraan usaha pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf ¢, diwujudkan dalam
bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.
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Pasal 58

Strategi pengembangan skema  kerjasama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal STm(‘lipuli :

a. numng}l}mt:m‘d:m Menguatkan perencanaan program kerjasama
) antara l\LIlICI‘lI]tah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat;
: ningkatke ‘ ; i
meningkatkan  dan menguatkan  implementasi  program

kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan
masyarakat; dan

¢. meningkatkan dan
program kerjasama an
dan masyarakat.

menguatkan monitoring dan evaluasi
tara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha

_ Bagian Kelima
Peningkatan Kredibilitas Bisnis

. Pasal 59
A_rah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, diwujudkan dalam bentuk

pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang
kredibel dan berkualitas.

Pasal 60

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang
mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional
dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya lokal;

b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi
bisnis secara elektronik; dan

¢c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi
dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 61
Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf. e, diwujudkan dalam
bentuk pengembangan manajemen usaha. pariwisata yang mengacu
prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata
dan ekonomi hijau.
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Pasal 62

rategi : '
Strategl pengembangan Manajemen usaha pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pagg] 61 meliputi:

a. mendorong tumbuhn . ) ) .
' ya eko rantai
usaha pariwisata; dag, nomi hijau di sepanjang mata
& in ek1;1 gdembangkan. Manajemen usaha pariwisata yang peduli
€rhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63
Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasa] 3 ayat(1) huruf d, meliputi:
a. penguatan organisasi kepariwisataan;
b. pembangunan SDM pariwisata;dan
C. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 64

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63huruf a, meliputi:

a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme
kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan
sebagai portofolio pembangunan daerah;

b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan
dalam  mendukung pariwisata sebagai pilar  strategis
pembangunan daerah dan nasional;

c. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang
menangani bidang pemasaran pariwisata;

d. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang
menangani bidang industri pariwisata;dan

€. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang
menangani bidang destinasi pariwisata.

— P
mn— G
.
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. Pasa]
(1) Strategl reformas;j birokras{;l .

rja or anisasi
Pasal 64huruf a, melipugti: i

a. meningkatkan dan me
nguatk
pelaksanaan dan guatkan kemampuan perencanaan,

.. Péngawasan r bangunan
kepanmsataan;dan Program.  pembangu

kelembagaan dan penguatan
Sebagaimana dimaksud dalam

maupun lintag sektor.

(2) Strategi peningkatan dan
kepariwisataan sebagaim
meliputi :

a. meningkatkan dan
kepariwisataan dalam

Pémantapan peran organisasi
ana dimaksud dalam Pasal 64huruf b,

menguatkan fungsi strategis
meningkatkan kesejahteraan

b. meningkatkan dan engembangkan usaha pariwisata terkait;
C. meningkatkan pemberdayaan masyarakat:dan
d. meningkatkan pelestarian lingkungan.

(3) Strategi pengembangan  dan  penguatan organisasi
kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf ¢, meliputi :

a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi
organisasi bidang pemasaran dj pemerintah;dan

b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi
Badan Promosi Pariwisata Daerah Batang secara sinergis dan
berkelanjutan.

(4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi
kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi :

a. mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan
Industri Pariwisata Indonesia Batang;dan _ .

b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam
pembangunan kepariwisataan daerah. o

(5) Strategi pengembangan da_n _ penguata}n . org'an_lsam
kepariwisataan yang menangani bidang dest1na§1 pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 hu_ruf e, mﬁ!lpu.tlt
a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalarr}

pengembangan destinasi di pemerintah untuk mencapai
kepariwisataan berkelanjutan;dan ;2 e
b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam
iwisataan daerah untuk meminimalkan
pembangunan kepariwisa

dampak negatif pembangunan kepariwisataan.

2o e T —
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: emba .

. pembangunan Sespa S PO s i
masyarakat. M Parxwisata didunia usaha dan

Arah kebijakan Pasal' 67

Pasal 68

iR wminl peningkatan  kapasitas dan kapabilitas SDM
Pariwisata di Pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
meliputi:

a. mengembangkan dan meningkatkan
bidang kepariwisataan;dan
b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang
kepariwisataan,

profesionalisme pegawai di

Pasal 69
Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisatadi dunia
usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66h1.1ruf
b, diwujudkan dalam bentuk peningkatkan kualitas dan kuantitas
SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

Pasal 70
Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisatadi duqia q?.aha dan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69me11p}1t1a' i
a. meningkatkan profesionalisme ‘surr_lber daya. rll;xan.llls:a 1 bidang
kepariwisataan melalui standarisasi dan Sert;ﬁ asi; 9 e
b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan i idang

c i{;frizglgat‘lt{iin;c:?&lalitas dan kuantitas lembaga pendidikan

kepariwisataan yang terakreditasi.
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Bagian Keempat
n Penelitian dan Pengembangan

Arah kebijakan penye] Pasal 71
il mendukung ygetr?rlllggaraan pPencelitian  dan pengembangan
: n - ;
dimaksud iahm Passl 63huru%‘;“;‘:e]ipkjg.arlwxsataan sebagaimana
a. peningkata iti ’ ;
gestin%\ . an penelitian yang berorientasij pada pengembangan
S1 pariwisata; RERE
b. peningkatan penelitian
pemasaran pariwisata;
c¢. peningkatan penelitian yan
industri pariwisata;dan

d. peningkatan penelitian : X
yang be
kelembagaan kepariwisataang. rorientast pada pengembangan

yang berorientasi pada pengembangan

. ) Pasal 72

(1) Strategi peningkatan penelitian  yang berorientasi pada
pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam P_’asal 71huruf a, meliputi:

a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan DTW;

b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas
dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung
daya saing destinasi pariwisata daerah;

c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasarana
umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam
mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;

d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat pemberdayaan
masyarakat melalui kepariwisataan; dan

e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan investasi di
bidang kepariwisataan.

(2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada
pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 huruf b, meliputi: .

a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka
pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman

produk;
b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan

penguatan citra pariwisata;
c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan

kemitraan pemasaran pariwisata;dan _ _
d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan

promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
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(3) Strategi Peningkatan

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

Pencelitian

sengembangan .
I g ¢ ariwisata e

huruf ¢, meliputi:
a. meningkatkan pene
ndustri pariwisagq.
b. meningkatkan el
. penelitian -
. ) : alam rangk: aya
saing produk Pariwisata; SEiH. pentingleatan diy

C. mcningkatkanpenclit'
) lan  dalam ranek ]

. ; a mbangan
kemitraan usahg Pariwisata:dan gka  penge g

’

d. meningkatkan  penelitj,
. n  dala
tang_gung]ah]ab terhadap lingkungrgn. SNES. FERpmnbangRn
S;:lat:ib peningkatan penelitian  yang  berorientasi pada
o e ~gan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, meliputi:

a. memr:.lgka.tkan Penelitian  dalam rangka pengembangan
organisasi keparxwisataan;dan

b. meningkatkan penelitian, dalam rangka pengembangan
sumber daya manusia kepariwisataan.

yang  berorientasi  pada

lustri
h ) .
I bagaimana dalam Pasal 71

litie als .
lan dalam rangka penguatan struktur

BAB VIII
PENDANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 73
Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.
Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip
keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
RIPPARDA.
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melalui:
a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan
dalam melaksanakan RIPPARDA ;dan .
b. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan
dibidang kepariwisataan. ' _
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB x
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

sepanjangmengenai teknj raturan Daerg ni
Bupati. > pelaksa“aa“nya, diatur lebih lanjut oleh

Agar setiap orang men
Peraturan Daerah ipj
DaerahKabupaten Batang

getahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan Penempatannya dalam Lembaran

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

...........................

BUPATI BATANG,

TIB

..................................

Diundangkan di Batang
pada tanepal e
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

TTD

......................................

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ....
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PENJELASAN ATAs

URAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR ..., TAHUN ...,

TE
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2030

UMUM

ini te?zfﬁaelrjiii?ga; R kembangan pariwisata global maka saat
bary Pariwisatapb ubahan dar1 pariwisata lama ke pariwisata
' : aru memiliki beberapa ciri sebagai berikut;
(@) daya tarik wisata dalam skala kecil tetapi sangat
beranekaragam; (b) setiap DTW harus memiliki otentisitas yang
tinggl secara lokal; dan (c) setiap obyek yang ditawarkan
kepada wisatawan harus berkualitas tinggi dengan tingkat
pelayanan yang memadai untuk setiap wisatawan. Kabupaten
Batangdengap kondisi alamnya dapat menjadi sebagai salah
satu destinasi wisata dunia yang mengalami
Perkembangan.Pembangunan kepariwisataan Kabupaten
Batang diarahkan sesuai paradigma pembangunan pariwisata
yang kontekstual dengan mempertimbangkan aspek demand
and  supply serta menganut prinsip  keberlanjutan.
Perkembangan fisik fasilitas pariwisata dan sarana pendukung
lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Struktur
perekonomian Batangjuga ditopang pada sektor pariwisata
karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang
diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya.
Dengan dukungan industri pariwisata yang sangat besar itu,
telah menyebabkan sektor yang mempunyai keterkaitan
langsung dengan industri pariwisata sz?perti sektor
perdagangan, hotel dan restoran, me.mben .sumbangan
terhadap pembentukan Produk questlk Re'gxonal Bruto
(PDRB) Kabupaten Batang. Kunjur%gan wisatawan ke
Batangsetiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan, namun trend pariwisata duma saat ini lebih
memperhatikan ~ aspek kelestarian llngkungar? c.ialar_n
menentukan pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi,
selain aspek keamanan dan kenyamanan. o
Pelaksanaan otonomi daerah Kkhususnya di bldang_,
kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi
daerahnya dalam rangka meningk.atkan pendapatan guna
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini

& A - .
embiayai keberlanjutan  kepariwisataan  di

akan mengancarm
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Batang.Disamping i
tu) B 1 .
tantangan penting yaity: atang Juga menghadapi berbagai
a. pertanian tradic:....
permintaan ra]c:ﬁ;);laldm?ndapat tekanan dari tingginya
pertumbuhan pariwis art  pertumbuhan populasi dan

ata;
b. pencemaran lingkung

: an;dan
c. ketersediaan akses yang memadai

Sebagai

kepariwisataan Semientars litu ampak negatif pembangunan
pariwisata juga dituntut untuk
ungan yang sangat kompetitif,

e sejahteraan masyarakat. Untuk

;ncirzlgnan(t;;g;& halb tersebut, diper.lukan pedoman sebagai
: Pembangunan kepariwisataan daerah untuk

menjaga kelestarian lingkungan e t

. pemerataan
pembangunan pariwisata dj Batang.

2009Di2r%121n be}l;lakupya Undang-Undang Nomor 10 Tahun

& Kepariwisataan, mengamanatkan Pemerintah
untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata

Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan

perundang-undangan dimaksud, perlu disusun Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Daerah Batang.

RIPPARDA secara konkrit akan memberikan visi, arah dan
rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan
wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial
untuk dikembangkan. RIPPARDA sekaligus akan memberikan
panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait,
baik di maupun Kabupaten, swasta maupun masyarakat
dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata
secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan.RIPPARDA
menjadi sangat penting karena:

a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap
potensi kepariwisatan dari sisi produk, pasar, SDM,
manajemen dan sebagainya sehingga dapat tl_,lmbuh dan
berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi
pengembangan wilayah dan kesejahteraan .masyarakat.;dan _

b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik
lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah
agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara

sinergis dan terpadu.
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I1I. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelag,

Pasal 2
Cukup j
Pasal 3 PJelas
Cukup j
Pasal 4 BJeias
Cukup jel
Pasal 5 b sl
Cukup je]
Pasal 6 B leih
Cukup jel
Pasal 6 Pl
Cukup jelas.
Pasal 7 !
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang
berkualitas” adalah kepariwisataan yang
memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi
dengan memberikan dampak negatif terhadap
lingkungan dan sosial yang minimal.
Yang dimaksud dengan “kepariwisataan
berbasis mayarakat” adalah pariwisata yang
dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat
dan diusahakan untuk masyarakat
Yang dimaksud dengan = “kepariwisataan
berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang
tidak hanya mementingkan generasi sekarang,
akan tetap juga memperhitungkan kepentingan
generasi yang akan datang.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c _
Cukup jelas
Huruf d _
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
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Pasal 11

Pasal 12 Cukup jelas
Huruf g
Cu :
Huraf b UPJelas
Y &
PZII}i\gNids;T: k;clilslaclilengan pembangunan destinasi
terpadu dap Sistupay‘a pembangunan secara
destinasi pariwi e€matik seluruh ko.mponen
meningle Sata dalam rangka menciptakan,
™ \gkatkan kualitas produk dan pelayanan
wis;tr;‘::??‘an s-erta. ker_m,!dahan pergerakan
Buraf o 1 destinasi pariwisata
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pembangunan DTW
adalah upaya pengembangan vang dilakukan
dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah
ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas
segmen pasar yang sudah ada dan memperluas
cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau
pengembangan ke lokasi baru.
Huruf a

Yang dimaksud dengan “DTW alam” adalah
DTW yang berupa keanekaragaman dan

keunikan lingkungan alam.
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Huruf b

Yar ime
DT\]A? d;;?:lk;u‘d dengan “prwy budaya” adalah
. n?l/;m{_;" Cl‘Upa h_asil olah cipta, karsa, dan
Huruf ¢ S1a sebagai mahluk budaya.
Y -
mir;gu;ii‘,f“akwd dengan “DTW hasil buatan
kreas: @ adalah DTW  khusus yang berupa
! artifisial (artificially created) dan kegiatan

Inanusia lajnnyg di |
DTW budaya. Y HH ranah DTW alam dan

Ayat (2)

Yang dimaksuq dengan manajemen DTW adalah
pengeloaap DTW  yang profesional  yang
memenL}hl Prinsip-prinsip konservasi,
kelestarian lingkungan  dan keberlanjutan

sumber daya serta memberikan kepuasan
kepada wisatawan.
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21
Huruf a

Yang dimaksud dengan Perintisan dan
pembangunan DTW adalah upaya
pengembangan yang dilakukan dengan
membuka dan membangun DTW baru dalam
rangka mengembangkan peluang pasar yang
ada di destinasi pariwisata yang belum
berkembang kepariwisataannya.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan pemantapan DTW
adalah upaya pengembangan yang dilakukan
dengan menciptakan DTW baru yang memiliki
jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang
pasar baru.

Huruf d o
Yang dimaksud dengan revitalisasi DTW adalah

upaya pengembangan yang dilakukan dengan
perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang
mengalami degradasi dalam upaya R =
keberlanjutan dan meningkatkap kualitas serta
daya saing produk untuk menarik pangsa pasar
yang sudah ada maupun peluang pasar wisata

baru.
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Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Cukup jelag
Ctﬂcup_kﬂas
Cukup jelas
Cukup Jelas
Cukup jelag
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan pembangunan
pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu
dan sistematik dalam rangka menciptakan,
mengkomunikasikan, menyampaikan produk
wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan

untuk mengembangkan kepariwisataan dan
seluruh pemangku kepentingan.

Cukup jelas
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Pasal 40

lama tinggal relatif panjang.

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Yan_g . dimaksud dengan pencitraan destinasi
pariwisata adalah  usaha-usaha  untuk
meningkatkan citra destinasi kepada wisatawan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan Sapta Pesona adalah 7
(tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan
bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan
ideal bagi berkembangnya kegiatan
kepariwisataan disuatu tempat yang mendorong
tumbuhnya minat wisatawan untuk
berkunjung.
Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di
atas adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah,
ramah tamah, dan kenangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
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Pasal 47

Yang dimake
pqriii“”ml(s]u;l dengan Pemb

: Sala adalah up:

. & aya terp: an si i
dalam rangka mendor el el
Industri Pariwisatq,
produk Pariwisatq,

pariwisata, Pencipta ‘Mitraan usahg

engemb _1litas bisnis, dan
Engﬁuﬁg:;]?a“ tanggung  jawap terhadap
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan kualitas interpretasi
adalah kualitas kemampuan manusia, segala
bentuk media dan /atau alat yang berfungsi
mentrasformasikan nilai kemenarikan DTW
kepada wisatawan.
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
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pasal 60

Cukup jelas
pasal 61
Yang  dimaksud dengan  «
manajemen usahg pariw%isata p;ngembangan
- e . yang mengacy
p DSt ckomoni  hjjayy  gangep
pengembangan manajemen dengan pend k -
dalam b e
Pémbangunan ekonom; yang tidak lagi
rrll(en%alzdalkan Pembangunan ekonom;j berbasis
cxsploitasi sumber daya alam dan 1
yang berlebihan. i Agkutigan
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Yang dimaksud dengan Pembangunan
kelembagaan kepariwisataan adalah upaya
terpadu  dan  sistematik dalam  rangka
pengembangan organisasi kepariwisataan,
pengembangan sumber daya manusia
pariwisata untuk mendukung dan
meningkatkan  kualitas pengelolaan  dan
penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di
destinasi pariwisata.
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
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Pasal 73

Cukup jelas
al 74
G Cukup jelas
al 75
A Cukup jelas

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN B
T NOMOR ATANG
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